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RINGKASAN

Berbagai fenomena kejahatan yang melibatkan anak semakin
bermunculan. Tidak saja anak yang menjadi korban kejahatan, tetapi anak pun
menjadi pelaku atau sering disebut anak yang berkonflik dengan hukum.
Fenomena ini tentu saja membuat penegak hukum harus mencari alternative
penyelesaian konflik agar penegakan hukum terhadap kasus anak dapat
diselesaikan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap anak.

Tujuan dari penelitian ini ingin mengkaji konsep restorative Jjustice dalam
menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tetap
mendapatkan perlindungan sebagai anak meski terlibat penegakan hukum. Oleh
karena itu identifikasi masalah yang akan dikaji adalah bagaimana kedudukan
restorative justice dalam undang-undang system peradilan pidana anak dan
bagaimana penerapan restorative justice dalam menyelesaikan kasus anak yang
berkonflik dengan hukum.

Kedudukan keadilan restorative dalam system peradilan pidana an~k
merupakan pilihan hukum pertama yang harus dilakukan oleh aparat pencgakan
hukum. Hal itu semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi jika
pendekatan keadilan restoratif tidak berhasil untuk dilakukan, maka proses hukum
mengikuti hukum acara peradilan anak.

Penerapan keadilan restoratif pada kasus anak yang berkonflik dengan
hukum harus memperhatikan dua aspek. Yaitu aspek pelaku dan aspek korban.
Aspek pelaku terkait dengan usia anak, pengakuan atas kesalahan dari perbuatan

~ yang dilakukan, dan residiv (anak mengulang perbuatan tersebut). Aspek korban
terkait dengan sikap korban dan keluarga terhadap perbuatan tersebut, pemaafan
dari korban dan kerugian yang diderita oleh korban. Keadilan restorative dapat
diterapkan jika ada persetujuan dari korban.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan sekarang ini tidak hanya terjadi di kalangan orang
dewasa. Dikalangan anak-anak pun kekerasan terjadi. Beberapa kasus yang terjadi
seperti perkelahian antar anak sekolah dasar yang mengakibatkan meninggal.
Beredarnya video buliying yang dilakukan oleh anak SMA terhadap temennya
menyiratkan kekerasan seolah telah akrab di kalangan anak usia remaja.

Masyarakat merespon kasus-kasus tersebut sebagai suatu fenomena
dimana anak-anak dengan kenakalannya dan kecenderungann masa kanak-kanak
terprovokasi untuk mencoba adegan-adegan yang ditayangkan di televisi.
Namanya juga anak-anak, belum mampu secara utuh menakar apa yang dilihatnya
dan menimbang akibat dari apa yang dilakukannya. Dalam kasus ini, anak-anak
pelaku kekerasan ini menjadi korban dari suatu tayangan yang hanya
“menampilkan kekerasan tanpa nilai edukasi .

Anak yang terlibat masalah tersebut disebut anak yang berkonflik dengan
hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum
memerlukan perlindungan khusus yang memiliki basis basis penyangga yang akan
menjadi pintu masuk untuk mencari alternatif-alternatif hukuman kepada anak
yang berkonflik dengan hukum. Selama ini term perlindungan khusus kepada
anak yang berkonflik dengan hukum hanya dianut oleh orang tua atau masyarakat
yang kebetulan anaknya terlibat dalam system peradilan pidana sebagai anak
nakal. Di luar itu, pemikiran untuk memberikan perlindungan khusus terhadap
anak yang berkonflik dengan hukum hampir tidak ada. Pikiran hukuman
retributive tampak lebih menonjol dianut oleh kelompok ini dibanding hukuman
restorative.2 Perlindungan khusus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi
anak pelaku kekerasan tanpa merampas hak-hak nya sebagai anak.

—

" Dista Aviand, Anak Nakal Bukan Krimiral, Restoras, Edisi VIVl 11 2605 1ol 2
Andi Akber, Memikirkan Kembali Hukuman, Restorasi, Edisi [V/Vol 12005, hal 2.
6
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Pemberian hukuman yang masih bersifat refributive _ju.sl'iceJ tidak dapat
menyelesaikan masalah bagi anak yang berkonflik dengan hukum bahkan
memunculkan masalah baru. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat yang baik
untuk masa depan anak-anak, penjara membuat hak-hak anak menjadi terampas
dan cap jahat pun melekat dalam diri anak.’

Restorative Justice’ merupakan konsep pemberian hukuman yang dapat
memberikan perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan. Anak yang berkonflik
dengan hukum dapat ditangani dan diberi hukuman dengan menggunakan
pendekatan restorative justice agar anak-anak yang terlibat dalum sistem peradilan
pidana tetap dapat terpenuhi hak-hak nya sebagai anak-anak.

3 Konsep retributive justice mempengaruhi keseluruhan cara keja peradilan pidana yang ditandai
dengan :

1. tidak dilibatkannya korban dalam proses peradilan pidana dan semua reaksi terhadap
pelanggaran hukum pidana menjadi monopoli Negara dan kepentingan yang dilindungi
adalah kepentingan umum/Negara;

2. peradilan pidana diselenggarakan _dalam rangka untukmengadili tersangka karena
pelanggaran hukum pidana, dan pidana dijatuhkan kepada pelanggar berupa derita
sebagai balasan terhadap pelanggaran hukum pidana yang telah dilakukan berdasarkan
atas perrtanggungjawaban karenakesalahannya (kesalahan dari sudut moral);

3. pidana(berat-ringannya) yang dijatuhkan kepada pelanggar sebagai parameter keadilan
yang dijatuhkan kepada (pribadi) pelanggar;

4. kerugian yang diderita oleh korban menjadi tanggung jawab korban sendiri, seperti
layaknya orang yang terkena musibah bencana alam, dan jika korban berkeinginan
meminta ganti kerugian kepada pelanggar harus ditempuh melalui prosedur perdata
karena masalah kerugian masuk cakupan bidang hukum perdata.

Mudzakir, Viktimologi Studi Kasus di Indonesia, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi,
Surabaya 13 Maret 2005, hal 24.
* Dalam penjara bukan diupayakan agar anak bisa berbuat lebih baik tetapi malah cenderung
menjadikan si anak berpengalaman lebiih jauh untuk bertindak criminal lagi. Atau bahkan dalam
penjara itu, anak mengalami tekanan-tekanan psikologis yang cukup dalam karena perlakuan
sesama teman atau dari pegawai penjara atau bahkan mengalami siksaan-siksaan fisik yang
sesungguhnya belum bisa ditanggung anak-anak. Dengan demikian, proses hukum di Indonesia
atas anak-anak, mulai dari pihak kepolisian sampai penjara, tidak menjadikan anak-anak merasa
terlindungi, malah menjadikan anak-anak semakin menderita dan setelah keluar dari penjara cap
jahat tetap akan melekat pada dirinya, akan juga terisolasi dari pergaulan dengan sesama dan
lingkungsan sekitar.
Budi Rajab, Paradoks Kebudayaan dalam Memposisikan Anak-anak, Restorasi, Edisi IV/Volume
1 2005, hal 23.
* Dalam Rancangan KUHP diadopsi apa yang dinamakan konsep keadilan restorative (restorative
justice) yang juga memfokuskan diri pada kepentingan korban kejahatan (victim of crime),
% vaha okl me.mpcrlﬂk“m lebih manusiawi pelaku kejahatan. Tujuan pen'udfmaan
bertolak pada dua sasaran pokok yaitu : perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.
Lihat Muladi, Rancangan KUHP dalam Konteks Demokrasi dan HAM, Refreshing Course Of

Criminal Law, Bandung 19-21 April 2005-
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Dengan ioi by
gan kondisi yang dijelaskan di atas, maka penelitian yang terkait

dengan penerapan restorative justice dalam menyclesainkan kasus anak yang
berkonflik dengan hukum menjadi perlu dilakukan guna memberikan kontribusi
pemikiran apakah perlu mengkonstruksikan alternatif hukuman atau pun
penyelesaian konflik yang relevan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar
terjaminnya pemenuhan hak-hak anak.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan diidentifikasikan
sebagai berikut :
1. Bagaimana kedudukan restorative justice dalam. undang-undang system
peradilan pidana anak?
2. Bagaimana penerapan restorative justice dalam menyelesaikan kasus anak

yang berkonflik dengan hukum?

B. Tujuan Khusus
Adapun tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu :
1. -Untuk mengetahui kedudukan restorative justice dalam undang-undang
system peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam menyelesaiakn
kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

-

C. Urgensi Penelitian

Urgensi Penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan konsep restorative
justice dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak yang berkonflik
dengan hukum. Hal ini penting dilakukan mengingat anak yang melakukan
perbuatan menyimpang semakin banyak dan akibat dari perbuatannya
membahayakan pihak lain baik orang dewasa maupun anak-anak.
Penyelesaian konflik pidana yang melibatkan anak menjadi penting dilakukan
mengingat hak-hak anak yang tetap harus terjaga.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak-hak Anak dan Restorative Justice

Dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak, secara tegas menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia
di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi
anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai :ebih awal”

Selanjutnya Beijing Rule memberikan pengertian:

“Anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum
masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran
dengan cara yang berbeda dari orang dewasa.”

) Adapun mengenai hak-hak anak telah diatur dalam Konvensi Hak Anak
n‘iaupun Beijing Rule. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak pun diatur
mengenai hak-hak anak. Hak anak yang berkaitan dengan hukum diantaranya
berhak mendapat perlindungan dari kekerasan, sasaran penganiayaan, penyiksaan
atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiaw:: Setiap anak yang menjadi
korban ataupun pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan
bantuan lainnya. Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan
hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai
upaya terakhir.

Dari uraian mengenai hak-hak anak di atas, aapat diketahui walaupun anak
melakukan suatu kejahatan hak-hak anak tetap harus dilindungi. Dalam hal ini
penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan harus tetap memperhatikan hak-hak
anak. Untuk itu diperlukan langkah menemukan pemberian hukuman kepada anak
pelaku kejahatan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam menangani
anak pelaku kejahatan yaitu dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice.

9
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Restorative justice berbeda dengan retributive justice yang dianut sistem
peradilan pidana sekarang. Perbedaan itu antara lain terdapat dalam beberapa hal,
yaitu : pertama, melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja
mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun juga
memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat dan bahkan dirinya
sendiri. Kedua, melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya
sebatas urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, namun juga korban dan
masyarakat. Ketiga, mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya
dari seberapa besar hukuman dijatuhkan, Namun juga mengukur seberapa
kerugian dapat dipulihkan atau dicegah.®

Keadilan restoratif menempatkan sejumlah nilai yang lebih tinggi pada
keterlibatan langsung oleh pihak-pihak. Cara pandang restorative justice
menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk
menciptakan suatu lingkungan dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi
konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka, dalam waktu yang
bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.”

Berkaitan dengan hal tersebut, sudah saatnya restorative justice digunakan
dalam penanganan anak yang bersinggungan dengan sistem peradilan pidana. Hal

ini berkenaan dengan upaya memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan
dan sebagai anak.

B. Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Secara umum peradilan pidana dibangun scbagai suatu mekanisme
administrasi peradilan pidana dengan pendekatan sistem yang terdiri dari

komponen-komponen  kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga
pemasyarakamn.'

:Tauﬁk Hidayat, Restoratif Justice Sebuah Alternatif, Restorasi, Edisi [V/Vol 12005, hal 26.
edrmmgep i greian i, Edisi IV/Volume 1 2005

Distia Aviandari, Mengembalikan Hak-hak Yang Terampas, Restorasl, Edisi olume s
hal 18.

10
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- Dapat dikatakap bahwa peradilan anak meliputi segala kegiatan/aktivitas
peradilan, yaitu pemeriksaan dan penuntutan perkara yang menyangkut
kepentingan anak.®

Walaupun  penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan
kejahatan bukan satu-satunya tumpuan harapan, namun karena pada bidang
penegakan hukum dipertaruhkan makna dari "Negara berdasarkan atas hukum”,
maka keberhasilannya sangat di harapkan.' Keberhasilan suatu sistem peradilan
pidana bukan hanya diukur dari adanya seperangkat aturan/norma yang dijadikan
landasannya, melainkan harus dilihat pula sampai seberapa jauh norma tersebut
diaplikasikan dalam kenyataannya. Dengan kata lain untuk mengukur
keberhasilan penegakan hukum harus terdapat singkronisasi antara das sein
dengan das sollen. |
Apabila kita hubungkan dengan dua model sistem peradilan pidana yang
didasarkan pada kondisi sosial, budaya dan struktural Amerika Serikat dari
Packer'', kenyataan tersebut merupakan pencerminan dari model control
- kejahatan (Crime Control Model) yang merupakan lawan dari model hak untuk
membela diri (Due Process Model). Model control kejahatan menetapkan premi
dalam pemrosesan kasus-kasus melalui sistem yang merupakan suatu jalur majelis
yang dibentuk peradilan conveyor-belt (semacam ban berjalan). Sebaliknya model
hak untuk membela diri merupakan se;angkaian rambu-rambu yang disusun
untuk mempersulit mengajukan tertuduh ke jalur majelis yang lebih
mengutamakan nilai individu dan pembatasan kekuasaan negara. Kedua model
tersebut oleh Pecker dipertimbangkan sebagai dua sistem nilai, model kontrol
kejahatan yang menganggap penekanan kejahatan merupakan fungsi dari proses
perkara pidana yang paling penting dan model hak untuk membela diri yang
menganggap tertuduh tidak dirugikan kepentingannya dalam menekan kejahatan.

® Sudarto, Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak, Binacipta, Bandung, 1977, hal. 83.
Lihat pula Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal.129.
10 Muladi, Kapita Seleka Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
~ Semarang,1995, hal. 7.
1 1 ebih lanjut lihat Herbert L.Packer, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University

Press, Stanford, Calipornia, 1968, P- 150-153.

11
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Berkenaa
M dengan penegakan hukum melalui proses peradilan pidana,
Roeslan Saleh mengemukakan bahwa:

"Mengadili

hukungla - adf“?h Suatu  pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan
- Mengadili tappa hub : :

hakikatnya tidak Pa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia pada
— lah mungkin. Oleh ~karenanya mengadili tanpa suatu
" kgzﬁn d)_fang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa
Fgap ! dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan. Dan suatu
pieana yang dltll‘n.pakan setelah mengadakan suatu penyelesaian tanpa
memperhatikan diri darj oran% yang berperkara, akan merupakan suatu

penghancuran diri masa depan,"™
Dari uraian tersebut nampak bahwa dalam proses peradilan pidana
faktor kemanusiaan merupakan sesuatu hal yang harus melandasi pemikiran
para penegak hukum teristimewa hakim. Walau bagaimanapun proses peradilan
pidana sesungguhnya bukan ditujukan untuk melegalisasi pemberian
nestapa/penderitaan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya
(teori pembalasan), melainkan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan
pidana dan hukum pidana, yakni perlindungan masyarakat (social defence)
untuk mencapai Kkesejahteraan masyarakat (social welfare). Sebagai  aspek

perlindungan masyarakat, dapat dilihat dari berbagai sudut, yang meliputi:

1. Perlindungan masyarakat terhadap perbuatz}n jahat (kejahatan);

2. Perlindungan masyarakat dar: pelaku (orang jahat);

3. Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi pidana;

4. Mempertahankan keseimbangan berbagai kepentingan dan nilai yang
terganggu oleh adanya kejahatan. '
Walaupun dalam arti sempit konsepsi tentang kenakalan anak tidak ada

bedanya dengan konsepsi tentang kejahatan atau pelanggaran,' namun dalam hal
proses peradilan perkara pidana anak selain pertimbangan kepentingan
masyarakat, kepentingan anak sebagai pelaku merupakan prioritas yang utama.
Artinya bahwa hakikat yang mendasari peradilan anak adalah adanya

2 Roeslan Saleh, Mengadili adalah Proses yang terjadi antara Mamsia dan Manusia, Tanpa

» B‘:?du:' :I:lw;; A.i&, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana
994 hal. 92-95.

1 . N ;
14 D‘P] eryam,] t:;:;slimamn&l Jan, karena perbuatan pidana 1}11 dl]akulfan oleh seorang anak. Jika
hal but dilakukan oleh $corang dewasa, .makn disebut kejahatan atau pelanggaran.
Dirdjosisworo, Hukum Perlindungan A"ak'?_;"“ Aksara, Jakarta, 1988, hal. 5.
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perlindungan hak-hak anak yptuk mewujudkan kesejahteraan anak. Hal tersebut

sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak, yang
antara lain menyatakan:

"In f"” actions concerning children, whether undertaken by public or private
-5‘00{0’ wefare institutions, court of law, administrative authorities or
legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary
considerantion (Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau
swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif,
kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).""’

Dengan demikian, dalam penanganan anak pelaku tindak pidana
diperlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Perlunya
penanganan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana, menurut Haskell
dan Yoblonsky didasarkan kepada faktor-faktor :

1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun.

2. Anak delikuen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya

3. Dalam menangani akan delikuen, titik beratnya adalah pada kepribadian

" anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan
pelanggarannya.

4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delikuen lebih diarahkan kepada
program yang bersifat terafi daripada penghukuman.

5. Meskipun sudah terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak
mempunyai kecenderiingan untuk kurang menitik beratkan pada aspek
hukumnya, dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal

dan individu (informal and personalized procedure).'®

Menurut Barda Nawawi Arief'’, pendekatan khusus dalam menangani
masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap dalam berbagai pernyataan

bahwa:

akukan tindak pidana/kejahatan (juvenile  offender)
gai seorang penjahat (criminal), tetapi harus
memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih

1. Anak yang mel
janganlah dipandang seba
dilihat sebagai orang yang
sayang; .

—

15 Resolusi PBB Nomor. 44/25, 20 November 1989, Convention On Te Rights Of The Child,

. . o d.
16 Un!wdsga(;ifﬂimf:"\, ablonsky, Criminology, Crime and Criminality, Chicago, Rand
McHally College Publishing Co™PR™Y: 11]9574' PR

' Muladi dan Barda Nawawi A, Op-¢iF 13
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2. Pendekat .
pcndckm::: yu"d's. terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan
yang bcranigcr‘v"a"ﬁed"@’y dan pendekatan kejiwaan (psikologis)
Sjauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-

mata bersi
at menghyjym, yang bersifat degradasi mental dan penurunan

semangat (discourgge g : L
dapat mcnghumbatg ment) serta menghindari proses stigmatisasi yang

anak dalam artj yang &L?:‘:.s PSR Iematange e CEn

Atas dasar hal tersebut, titik berat dilaksanakannya sidang anak bukan
didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi fakta dan hal-hal yang
berhubungan yang menyebabkan anak dihadapkan ke pengadilan. Tujuan
proses persidangan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan
kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta pencegahan penanggulangan
tindakannya melalui tindakan pengadilan yang kongkrit.'®

ourt, New York, McGraw.Hill Book Company, 1972.
'™ Lela B. Costin, The Child and th g B Anak Cilows Proses Paroilan,Pldancs, Viynsn

Dalam Suwantji Sisworshardo 5000 &) as
LBH Indonesia dan Rajawall, Jakart® 14
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BAB Il
METODE PENELITIAN

Penelitian
- . hukum terhadap gejala hukum dibatasi pada penelitian
enai norm
& % kacdah dan asas-asasnya sebagai substansi hukum, penerapan

hukum ol
oleh struktur hukum gan mengamati hukum ketika berinteraksi dalam
masyarakat sebagaj budaya hukum!°

Gejala hukum yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai
penerapan restorative justice dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi,
teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapi. Jawaban_yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah righ,
appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian hasil yang diperoleh di

" dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.?

Penelitian ini ingin menemukan sebuah solusi penegakan hukum dalam
menangani anak yang berkonflik dengan hukum melalui penerapan restorative
justice. .

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian hukum normatif.?' Peneclitian hukum normatif meletakkan hukum

bagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah
sebagai

1% Mukti Fajar dan Yulianto Achmad D,,ammePeneliﬁmHumearmarifdm Empiris, Pustakn
M ajar )
Pelajar, Yogyakarta, 2010, I;Inngm Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, him
» arzuki, Pe
Peter Mahmud M ) )
g e e, Lt i S
! Penelitian hukum normatif Normatif (Suati Tinjauan Sing, i :PcieliﬁmH ods,
Sri Mamudji, Penelitian Huk;:l'. Roanny Hanitijo Soemitro, Metodologi ukum
3 2007, him 23. Lihat 7090, him 9.
Jmm-imeu-i, Ghalia Indonesia, Jakart®, 15
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pengadilan, Petjanjiap serta doktrin (ai » putusan

P - saikan kejahatan yang melibatkan anak yang berkonflik

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka. Yaitu
mengumpulkan data-data sekunder terkait dengan konsep restorative justice.

Wawancara dilakukan kepada pihak terkait untuk melengkapi data yang
diperlukan.

D. Analisa Data
Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan

mengguna.kan-analisis yuridis normatif yang pada hakikatnya menekankan metode
deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja
penunjang. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan
sebagai sumber-sumber penelitiannya.”

Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas
dipaparkan, Jisistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan
hukum yang berlaku. Langkah-langkah yang berkaitan dengan p.engolalfan
terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untu# menjawab isu
hukum yang telah dirumuskan dalam rumusa wasalal. Tenin Jogn mcynnghot

_bahan hukum yang dianalisis, baik
Kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan

i i deduksi.**
menggunakan penalaran induksi maupun

e hlm 34 pmcliﬁan hukum mrm&?lfSQ‘;ng:.!ﬂ.loL;uk:?:
. it, : dang-undangan (law in a

= i Faj Yulianto Achmad, oP¢ turan perun .
diban,eka:nj“,ebamgm' apa yang e :;a yang m""“p“lzm- ,mmMsl‘fgn. Peng;:lrc;- r:;:’ﬁ
hukum dikonsepkan scbegal M%OA“‘“‘MWM 118.
Yang dllnggap tas Bandinﬁmp rsada 2 »
Penelitian Huhtll:::n PT. R;jnGllf i1, him 166. Normatif; Bayumedia, Malang, 2008,
B A miruddin dan Zainal Asikin, :’f‘w,a,; Penelitian Hukum
u . & Mg

Johnny Ibrahim, Teor!
him 297,
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E. Lokasi Penelitiap
Lokasi penelitian dj lakukan dj Serang Banten

— at sifat-sifat suatu individu, keadaan

mggambarlmﬂ secara tcg 2

5 penelitian deskriptif bertujus? pr: untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala
gejala atau kelompok tertentu, a%““m Zainal Asikin, opci, hlm 25.

: ddin da saran mengenai apa yang harus
lain dalam masyarakat. AMIMNC g gq untuk MEWIPT o o) Asikin, ibid, him 28,

% penclitian preskriptif dimakSit on Amiruddin
dilakukan untuk mengatasi masal 17
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A. Kedudukap Restoratiye

Peradilan Pidang Anak

Justice dalam Undang-undang Sistem

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelakwkorban, dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan
pembalasan.

Dalam menyelesaiakan kasus yang melibatkan anak, maka Sistem
Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif,
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5.

System peradilan pidana tersebut meliputi : _ _

a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini;
b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan
umum; dan
wasan, dan/atau pendampingan selama

. mbimbingan, penga
c. pembinaan, pe . . tindakan dan setelah menjalani pidana atan
proses pelaksanaan

tindakan.
pidana anak yang berdasarkan pada

stem peradilan
Dalam pelaksanaan Sy " akan Diversi terlebih dahulu.

konsep keadilan restorative maka wajib diupay

Diversi ini bertujuan:
a. mencapai perdamaian antar o
Anak di luar pros
b. menyelesaikan perkara
18

dan Anak;
- peradilan;
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b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana,

Proses Diversi dilakukan melaly musyawarah dengan melibatkan Anak
dan orang tua/Walinya, korban dan/atan orang tua/Walinya, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan
Keadilan Restoratif.

Musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial,
dan/atau masyarakat jika dalam prosesnya diperlukan. Hal lain yang juga harus
diperhatikan dalam proses Diversi adalah: : _ = .

a. kepentingan korban;

b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. penghindaran stigma negatif;

d. penghindaran pembalasan;

¢. keharmonisan masyarakat; dan

an ketertiban umum.

f, kepatutan, kesusilaan, d
njadi pertimbangan bagi Penyidik, Penuntut

Beberapa hal yang harus me A .
Umum, dan Hakim dalam melakukan Diverst adalah:

uhkan pada anak. Kategori ini biasanya

ok ol pidana tentu saja mempengaruhi
a. kategori tindak P

ot
terhadap hukuman yang 8Ke" b

diancamkan.
idasarkan pada berat ringany? PO I
yang disebut anak adalah yang belum berumur 18

roses peradilan pidana anak, umur tersebut dapat
am P 49
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c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; d
as; dan

d. dukungan i
gan lingkungan keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat

angatlah b i
sang erperan dalam memberikan dukungna pada anak yang berkonflik
dengan hukum.

Oleh karena itu kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan
korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya.

Namun ada beberapa pengecualian yang diberlakukan apabila terdapat hal-hal

sebagai berikut:

a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;

b. tindak pidana ringan;

c. tindak pidana tanpa korban; atau

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. -
Terkait dengan hal di atas, maka Kesepakatan Diversi untuk

menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindal-c pidana ringan,

tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidalf l.cblh dari nilai upah

minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku

dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan
atau

tokoh masyarakat.

L ilakukan oleh Penyidik tersebut
. 1 yang tEIah dl
Hasil Kesepakatan L ver

. t be -
dan tentu atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapa ORI
en

i korban;
a. pengembalian Kkerugian dalam hal ada

b. rehabilitasi medis dan psikososial: -
orang tua/Wali;

. ada
¢. penyerahan kembali kep sau pelatinan di lembaga pendidikan atau

dikan
atau

4. keikutsertaan dalam pen®

.\ pulam
LPKS paling lama 3 (tig?) = o
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a ganti kerugiap,
b. penyerahan kembalj kepada orang tua/Walj,
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c. kellulsertaan dalam pep ;g

ikan :
atau pelatihan g lembaga pendidikan atau

LPKS paling lama 3 (tiga) bula; atg
’ u

d. pelayanan masyarakag.

Hasil Kesepakatan 1v:
Diversi dip
Kemudian diS&Inpaikan oleh & e uat dalam bentuk kesepakatan diversi.

Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan,
Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Batas waktu yang digunakan dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan
penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian

penuntutan.

Proses di atas berjalan jika diversi yang diupayakan dikabulkan. Akan
tetapi jika proses diversi tidak memperoleh penetapan pengadilan sesuai yang
diinginkan maka proses hukum berjalan sebag.aimana_schan-lsnya_ Dcnga.n. i
lain, proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan sebagaimana acara p'ldamf
jika proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi

~ tidak dilaksanakan.

SRS 7 T T
L %

maka pendekatan keadilan restoratif menjadi d
an,

eradilan pidana anak. Pendekatan musyawarah
P inggalkan prosedur formal itu sendiri.

o dak berhasi] makﬂ tetap dapat ditempuh proses
rsi ini © um scara peradilan anak yang diatur dalam
i dengan b

jilan Pidana Anak.

22
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pendekatan keadilan restoratif atau tidak.

Syarat i
Yy Penerapan keadilan restorative tersebut adalah:2’
a. Syarat pada diri pelaku

Syarat-

Pada syarat ini terkait dengan beberapa faktor yaitu
. Usia anak |

1
2. Ancaman hukuman (maksimum 7 tahun)

3. Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
4. Persetujuan korban dan keluarga

5

Tingkat seringnya pelaku melakukan pidana (residiv)

Usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia adalah 8 (delapan
tahun berdasarkan UU Peradilan Anak, berarti tidak ada seorang pun yang berusia
di bawah 8 (delapan) tahun dapat secara legal dianggap melakukan kejahatan, dan-
tidak dapat diproses. Anak yang masih terlalu muda tidak mampu membangun
“tujuan kriminal”. Jika ada yang berhadapan dengan polisi, maka orang tuanya
yang harus menangani masalah tersebut. Jika ada anak‘fii t?aw?h 8 (dcfapfm) tahun
yang terus menerus berhadapan dengan polisi, maka diindikasikan terjadi masalah

y sangat Sserius, sehingga perlu dirujuk pada Kementerian Sosial atau
ang

pesantren atau panti sosial di bawah jasa pelayanan sosial atau LSM terkait.

Anak yang berusia antara 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun

isi tapi tidak bisa dikenakan
atu kOﬂdlSl tertentu, te
dapat diproscs hl.Ikum atas su

ak usia dibawah 12 tahun, keadilan
saraan. Untuk an
penahanan atau pemen) -
restoratif hendaknya harus selalu men)

diproses pidana. Rencana keadilan resto e i b i
efektif. Polisi harus selalu mempertanyaka?

t diproses pidana
anak. Anak di atas usia 12 (dua pelas) tahun dapat dip p
pidana bagi

adi pcnimbangan pertama dan bukan untuk
ratif harus tersusun dengan baik agar

Dewi atahi Restorative Justice di
sy, Medist Penl T

— dan Fatshille? tpublishing. Depok, 2011

Pengadilan Anak Indonesia, -
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. . jadi  pertimban . Kesullitan untuk
memberikan keadilan restoratif akan muncy] o e

anak sering me]
8 melakukan perbyatan Pelanggaran hukum (residivis). Langkah

- . "
selanjutnya harus diambil dengan Sangat berhati-hati dan melaluj pemikiran
matang, demi kepentingan terbaik bagi anak.

ketika menemukan catatan bahwa

C. Apakah anak/pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukan dan
menyesalinya?

Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi
sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan keadilan
restoratif.

Pengakuan atas perbuatan tidak boleh didapatkan dengan ancaman-atau
bujukan atas imbalan. Keadilan restoratif tidak dapat dipertimbangakan Kalau
anak tidak mengakui perbuatannya. Apabila anak tidak mengakui perbuatannya
dan di dalam proses persidangan hakim berkeyakinan semua unsur pasal yang
didakwakan tidak terbukti menurut hukum, maka dalam putusannya hakim
menyatakan anak tersebut bebas (vrijspraak) da.“ dipulihkan nama baiknya.
Dengah demikian hal ini bukan area restorative justice.

ban

ak perbuatan terhadap kor

d. Dal:lbp pe menginginkan respon yang berbeda-beda pada keadaan yang
Korban akan

hamper sama karena setiap kejahatan memberikan dampak yang berbeda dan

ituasi yang unik bagi korban. Kalau kejahatan berdampak sangat serius pada
SI 1 yan

i berat dan korban tidak dapat memaafkan pelaku, meskipun
korban, misalnya luka aka keadilan restoratif mungkin tidak

pelaku/anak tidak bermaksud demikian,
dapat menjadi pilihan.
Pelaku meminta maaf

z ara:
; oratif, yakni dengan
dasar penggunaan keadilan rest N

pada korban juga bisa menjadi alasan penting untuk

’e
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I;l;:lnl:r;li:gb;?:n E;rbikan .bila .terdapat kerusakan dan mengembalikan

- Apabila tidak memungkinkan, maka harus ada
penggantian harga atas barang tersebut, termasuk juga penggantian atas
nilai sentimental barang, Selain itu, dengan permintaan maaf pelaku/anak
terhadap korban menunjukkan pelaku/anak mau bertanggungjawab atas
perbuatannya. Permintaan maaf dapat dilakukan melalui surat atau secara
langsung kepada korban.

e

- Persetujuan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.
Harus ada persetujuan dari korban dalam proses keadilan restoratif agar
persetujuan korban mengenai dampak perbuatan pelakuw/anak  turut
dipertimbangkan. Korban biasanya merasa khawatir schingga sulit -menerima -
proses keadilan restoratif. Untuk-itu penanganan yang dilakukan harus pantas dan
proporsional antara perbuatan pelaku/anak dengan dampak yang dialami korban.
e. Sikap keluarga pelaku/anak tersebut
Dukungan dari orang tua dan keluarga sangat penting agar keadilan
restorative dapat berhasil. J ika keluarga berusaha menutup-nutupi ;?erbuatan anak,
Iﬁaka akan sulit mengimplementasikan rencana keadilan restoratif yang efektif.
Keluarga mungkin merasa malu atas tin

memberikan dukungan kepada anak, teta

J da anak. Pelanggaran-pelanggaran yang
; berikan support kepa _ ,
dilakukan untuk mem ga akan membentuk persepsi negatif orang

sering dilakukan pclalcu/tmafc Ju dapat menyambut baik kemungkinan keadilan
tua/kel namun mereka Jugd

:a:farga’tuk embantu orang tua/keluarga dan pelaku/anak ersebut.
restoratif untuk m

dakan anak tersebut sehingga tidak mau
pi keadilan restoratif tetap harus

25
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasi] penelitian,

maka dapat dikemukakan kesimpulan dan
saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Kedudukan keadilan restorative dalam system peradilan pidana anak
merupakan pilihan hukum pertama yang harus dilakukan oleh aparat penegakan
hukum. Hal itu semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi jika
pendekatan keadilan restoratif tidak berhasil untuk dilakukan, maka proses hukum
mengikuti hukum acara peradilan anak.

Penerapan keadilan restoratif pada kasus anak yang berkonflik dengan
hukum harus memperhatikan dua aspek. Yaitu aspek pelaku dan aspek korban.
Aspek pelaku terkait dengan usia anak, pengakuan atas kesalahan dari perbuatan
yang dilakukan, dan residiv (anak mengulang perbuatan tersebut). Aspek korban

terkait dengan sikap korban dan keluarga terhadap perbuatan tersebut, pemaafan
dari korban dan kerugian yang diderita oleh korban. Keadilan restorative dapat -
diterapkan jika ada persetujuan dari korban.
B. Saran

Diperlukan mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif yang jelas dan

sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Baik dari segi formulasi, substansi
maupun implementasinya dalam praktek penegakan hukum. Misalnya terkait
dengan peraturan pemerintah mengenai proses pendekatan restorative bagi anak
yang berkonflik dengan hukum, mekanisme pengembalian ganti kerugian bagi
korban, dan juga terkait dengan syarat-syarat pelaksanaan pendekatan keadilan
restoratif. Hal itu semata-mata agar keadilan dapat diberikan kepada pihak yang
memerlukan,
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